BABI
PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk
kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya
sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi
kelangsungan hidup umat manusia. Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara
bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi, oleh karena itu harus dikelola secara
cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Masalah tanah
adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar.

Tanah di samping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh
karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan
umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi
yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain.
Secara filosofis tanah sejak awalnya tidak diberikan kepada perorangan. Jadi tidak
benar seorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya, yang benar dia hanya
menjual jasa memelihara dan menjaga tanah selama itu dikuasainya.]

Hal tersebut adalah benar apabila dikaji lebih dalam bahwa tanah di samping

mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai nilai sosial yang berarti hak atas tanah

l Soedharyo Soimin, Stafus Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal.
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tidak mutlak. Namun demikian negara harus rPenjamin dan menghormati atas hak-
hak yang diberikan atas tanah kepada warga negaranya yang dijamin oleh undang-
undang. Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria yang
disingkat (UUPA) di atur tentang hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada
warga negaranya berupa yang paling utama Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak untuk Memungut Hasil
Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.? '

Hal ini berarti nilai ekonomis hak atas tanah akan berbeda dengan hak yang
melekat pada tanah tersebut, dengan demikian ganti rugi yang diberikan atas tanah itu
juga menentukan berapa besar yang harus diterima dengan adanya hak berbeda itu,
namun demikian negara mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembangunan
sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan baik dengan pencabutan
hak maupun dengan pembebasan tanah. Masalah pembebasan tanah sangat rawan
dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak,
apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan,
dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena

itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik

2 Ibid., hal. 90
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